PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansari No. 55 Tlp. (022) 2502898 Faksimili (022) 2511505
Website: https://diskominfo.jabarprov.go.id email: diskominfo@jabarprov.go.id
Bandung 40132

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 4848/KOM.05.04.03/DISKOMINFO TAHUN 2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BERKAITAN DENGAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat
dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi
Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis
atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ maka perlu
menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi tentang Penetapan Informasi Yang
Dikecualikan.

MENGINGAT : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/OEDE6254CA
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MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
04/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN . KLASIFIKASI INFORMASI  YANG  DIKECUALIKAN
BERKAITAN DENGAN PENDAPATAN DAERAH

PERTAMA . Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA . Surat Penetapan PPID Provinsi Jawa Barat Nomor
3469/KOM.05.04.03/DISKOMINFO  Tahun 2022 tentang
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Berkaitan dengan
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dinyatakan tidak
berlaku lagi.

KETIGA . Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
04/DIK/PPID.JABAR/2024 yang tercantum dalam lampiran |
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 14 Agustus 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat

selaku PPID Utama,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

L] Dr. IKA MARDIAH., M.Si.
Pembina Utama Madya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/OEDE6254CA




LAMPIRAN I
LEMBAR UJI KONSEKUENSI
Nomor 04/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Hotel Grand Sunshine Kabupaten Bandung telah dilakukan
Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Konsekuensi/Pertimbangan
No. Informasi Dasar_ Hukum : Bagi Publik Jangka Waktu
Pengecualian Informasi - -
Dibuka Ditutup
1. |Kontrak perjanjian dengan |Pasal 17 huruf b, g, h dan i Persaingan usaha |Persaingan usaha [Ja. 10 Tahun, atau
pihak penyedia jasa atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun |menjadi tidak sehat, [Jebih sehat dan |o. Terbuka
barang yang masih dalam 2008 Keterbukaan Informasi Publik [data pribadi dan melindungi data apabila ada
proses @administrasi pribadi serta perintah
IPERPRES No. 12 Tahun 2021 perusahaan bisa administrasi pengadilan
ersebar perusahaan /lembaga
pemerintahan
secara tertulis.
2. |Rincian Harga Perkiraan Pasal 17 huruf b dan i Persaingan usaha  [Mendukung @. 10 Tahun, atau
sendiri yang masih dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun |menjadi tidak sehat [persaingan usaha |b. Terbuka
|proses 2008 Keterbukaan Informasi Publik yang sehat apabila ada
perintah
IPERPRES No. 4 Tahun 2016 pengadilan
/lembaga
pemerintahan
secara tertulis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses
tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/OEDE6254CA




3. LTopoIogi dan konfigurasi Pasal 17 huruf b, c,idanj Rawan terhadap [Melindungi sistem a. Permanen,
jaringan Undang-Undang Nomor 14 Tahun [peretasan sistem dandan jaringan dari atau
2008 Keterbukaan Informasi Publik Jjaringan peretasan |o. Terbuka
apabila ada
[JUU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE perintah
pengadilan
/lembaga
pemerintahan
secara tertulis.
4. |Private Internet Protocol (IP) |Pasal 17 huruf b, c, i dan j Rawan terhadap [Melindungi sistem  |Ja. Permanen,
address dan range IP yang |Undang-Undang Nomor 14 Tahun [peretasan sistem danfdan jaringan dari atau
|[digunakan 2008 Keterbukaan Informasi Publik [jaringan peretasan |o. Terbuka
apabila ada
[UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE perintah
pengadilan
/lembaga
pemerintahan
secara tertulis.
5. [Konfigurasi infrastruktur data |Pasal 17 huruf b, c, i dan j Rawan terhadap [Melindungi sistem  |a. Permanen,
Center Undang-Undang Nomor 14 Tahun |peretasan sistem danldan jaringan dari atau
2008 Keterbukaan Informasi Publik Jaringan peretasan |o. Terbuka
apabila ada
[JUU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE perintah
pengadilan
/lembaga
pemerintahan
secara tertulis.
6. [Sistem keamanan Pasal 17 huruf b, c,idanj Rawan terhadap Melindungi sistem a. Permanen,
lelektronik/CCTV Undang-Undang Nomor 14 Tahun [peretasan sistem dandan jaringan dari atau
008 Keterbukaan Informasi Publik [jaringan peretasan [o. Terbuka

tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/OEDE6254CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses




[UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

apabila ada
perintah
pengadilan
/lembaga
pemerintahan
secara tertulis

Sistem management basis
|data

Pasal 17 huruf b, c, idanj
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Keterbukaan Informasi Publik

Rawan terhadap
peretasan sistem dan
jaringan

[UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

[Melindungi sistem
dan jaringan dari
peretasan

lo.

. Permanen,

atau

Terbuka
apabila ada
perintah
pengadilan
/lembaga
pemerintahan
secara tertulis

Source code aplikasi

Pasal 17 huruf b, c,idanj
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Keterbukaan Informasi Publik

Rawan terhadap
peretasan sistem dan
jaringan

JUU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

[Melindungi sistem
dan jaringan dari
peretasan

lo.

. Permanen,

atau

Terbuka
apabila ada
perintah
pengadilan
/lembaga
pemerintahan
secara tertulis

[Konfigurasi aplikasi

Pasal 17 huruf b, c, idanj Rawan terhadap
Undang-Undang Nomor 14 Tahun [peretasan sistem dan
2008 Keterbukaan Informasi Publik [jaringan

JUU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

[Melindungi sistem
dan jaringan dari
peretasan

lb.

. Permanen,

atau
Terbuka
apabila ada
perintah
pengadilan

tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/OEDE6254CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
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/lembaga
pemerintahan
secara tertulis

10.

Lokasi Data Center dan
Disaster Recovery (DRC)

Pasal 17 huruf b, c, idan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Keterbukaan Informasi Publik

[UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Rawan terhadap
peretasan sistem dan
jaringan

[Melindungi sistem
dan jaringan dari
peretasan

. Permanen,

Io.

atau

Terbuka
apabila ada
perintah
pengadilan
/lembaga
pemerintahan
secara tertulis

11. |Data Kesehatan, data Pasal 17 huruf g, h, i dan | Membuka rahasia  |Melindungi privasi  fa. Permanen atau
‘Pribadi/ Biodata/Jabatan danjUndang-Undang Nomor 14 Tahun [pribadi Pegawai pegawai |o. Terbuka apabila]
Keluarga, Rekening, 2008 Keterbukaan Informasi Publik mendapat
Tabungan Pegawai, persetujuan
Taspen/Taperum |[UU Kesehatan Nomor 36 Tahun tertulis dari

2009 Pasal 57 ayat 1 yang
Permenkominfo No.20 Tahun 2016 bersangkutan
UU 27 Thn 2022

UU 20 Thn 2023

12. |Kode Akses elektronik Pasal 17 huruf b, c,i danj Membuka rahasia  [Melindungi privasi a. Permanen,

bidang Aplikasi kepegawaian|Undang-Undang Nomor 14 Tahun [pribadi Pegawai pegawai atau
2008 Keterbukaan Informasi Publik [o. Terbuka
UU 27 Thn 2022 apabila ada
UU 20 Thn 2023 perintah
pengadilan
/lembaga
pemerintahan

secara tertulis

tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/OEDE6254CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
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13. |Laporan Hasil Test Online
Pegawai, Laporan Hasil
Kompetensi Pegawai dan
Indeks Profesionalitas ASN

Pasal 17 huruf g, h, i dan |
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Keterbukaan Informasi Publik

|Perka BKN No.8 Tahun 2019

Membuka rahasia
pribadi Pegawai

[Melindungi privasi
pegawai

S o

Permanen atau
Terbuka apabilal
mendapat
persetujuan
tertulis dari
yang
bersangkutan

14. JArsip/Dokumen surat,
laporan, Nota Dinas,
Memo/Disposisi dan
korespondensi terkait data
mutasi,Kenaikan Pangkat,
Disiplin ASN, Daftar Usulan
Penetapan Angka Kredit
(DUPAK), Formasi Pegawai

Pasal 17 huruf g, h, danii
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Keterbukaan Informasi Publik

Membuka rahasia
pribadi Pegawai

[Melindungi privasi
pegawai

lo.

Permanen atau
Terbuka apabilg|
mendapat
persetujuan
tertulis dari
yang
bersangkutan

15. |Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP) atau Formulir Kinerja
Pegawai

Pasal 17 huruf g, h, danii
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Keterbukaan Informasi Publik

Membuka rahasia
pribadi Pegawai

Melindungi privasi
pegawai

. Permanen atau
Ib.

Terbuka apabilal
mendapat
persetujuan
tertulis dari
yang
bersangkutan

Daftar Usulan
Mutasi/Pengangkatan,
Pemberhentian,
Perpindahan ASN dalam
Jabatan, Disiplin ASN, Berita
Acara Permintaan
Keterangan Pegawai

16.

Pasal 17 huruf g, h, danii
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Keterbukaan Informasi Publik

Membuka rahasia
pribadi Pegawai

[Melindungi privasi
pegawai

. Permanen ata
Ib.

Terbuka apabila}
mendapat
persetujuan
tertulis dari
yang
bersangkutan

tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/OEDE6254CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses



17. |Dokumen pengajuan
kenaikan gaji, tunjangan
khusus, dan honorarium

Membuka rahasia
pribadi Pegawai

Pasal 17 huruf g, h, danii
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Keterbukaan Informasi Publik

[Melindungi privasi
pegawai

S o

Permanen atau
Terbuka apabilal
mendapat
persetujuan
tertulis dari
yang
bersangkutan

18. |Data Rekapitulasi Penjualan
Bahan Bakar Minyak (BBM)
Per Sektor Pengguna, Data
nama, alamat, harga dan

volume per
customer/perusahaan

pengguna akhir Bahan Bakar|Daerah;
Minyak (BBM) dari Wajib
Pungut (WAPU) yang sudah |Petunjuk Pelaksanaan Perda

ditetapkan sebagai WAPU di |Provinsi Jawa Barat Nomor 13

Provinsi Jawa Barat

Pasal 17 huruf b, i dan j Data customer/
Undang-Undang Nomor 14 Tahun |perusahaan
2008 Keterbukaan Informasi Publik |pengguna BBM

UU No. 28 Tahun 2009 tentang ersebut tidak dapat
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; [dipublikasikan

Perda 13 Tahun 2011 tentang Pajak |dikhawatirkan akan
mengganggu
persaingan usaha
diantara sesama
WAPU, terutama
Jmasalah harga,
sehingga berdampak
[kepada beralihnya
customer pembeli
BBM kepada WAPU
lain yang menjual
BBM lebih murah dan
idak memungut

Pergub 28 Tahun 2012 tentang

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Untuk Jenis Pungutan Pajak Bahan
Kendaraan Bermotor (PBBKB)

pajak

[Melindungi data
pribadi
perusahaan/custome
r dan mendukung
persaingan usaha
yang sehat diantara
sesama WAPU

. 10 Tahun, atau
Ib.

Terbuka
apabila ada
perintah
pengadilan
/lembaga
pemerintahan
secara tertulis.

19.

dan Pembinaan

Naskah Hasil Pengendalian |Pasal 17 huruf i Undang-Undang

ersebarnya data
Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan |hasil pemeriksaan
Informasi Publik

PP No 60 Th 2008 tentang SPI

Melindungi data hasil
pemeriksaan yang
bersifat rahasia

. 10 Tahun, atau
Ib.

Terbuka
apabila ada
perintah

tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/OEDE6254CA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses



Pergub No 10 Th 2010 tentang

Penyelenggaraan SPI di Lingkungan

Pemprov Jabar

Pergub Jabar No 13 Th 2010

entang Tupoksi Rincian Tugas Unit
an Tata Kerja Dinas Pendapatan

pengadilan
/lembaga
pemerintahan
secara tertulis.

20.

Tindak Lanjut Hasil

Pengendalian dan
Pembinaan

Pasal 17 huruf i Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan
Informasi Publik

DPA Th 2017 Bapenda Prov Jabar
No 3,03,02,05,001,15,02 Januari
2017 Kegiatan Pemeriksaan ,
|Pemutahiran dan Pendampingan

[Tersebarnya data
|hasil pemeriksaan

bersifat rahasia

[Melindungi data hasil
pemeriksaan yang

. 10 Tahun, atau
Ib.

Terbuka
apabila ada
perintah
pengadilan
/lembaga
pemerintahan
secara tertulis

21.

Naskah Hasil Pemeriksaan
BPK-RI

Pasal 17 huruf i dan j

Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 Keterbukaan Informasi Publik

|[UU Republik Indonesia No 17 Th

2003 tentang Keuangan Negara

|UU Republik Indonesia No 1

Th 2004 tentang Perbendaharaan

Negara

UU Republik Indonesia No 15 Th
entang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara

UU Republik Indonesia No 15 Th
006 tentang Badan Pemeriksaan

Keuangan

Tersebarnya data
|hasil pemeriksaan

bersifat rahasia

[Melindungi data hasil
pemeriksaan yang

. 10 Tahun, atau
Ib.

Terbuka
apabila ada
perintah
pengadilan
/lembaga
pemerintahan
secara tertulis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses
tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/OEDE6254CA




22.

Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK-RI

Pasal 17 huruf i Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan
Informasi Publik

DPA SKPD TA 2017 No 1.20.06

Inspektorat Januari 2017 Kegiatan

Pemutahiran Data Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan ltjen

Kemendagri, Itjien Kementerian

Lainnya, Inspektorat Provinsi Jabar
an BPK RI

rsebarnya data

e
I-r:asil pemeriksaan

[Melindungi data hasil
pemeriksaan yang
bersifat rahasia

|Z.

. Terbuka

10 Tahun, atau

apabila ada
perintah
pengadilan
/lembaga
pemerintahan
secara tertulis

23.

Naskah Hasil Pemeriksaan

Irjien Kemendagri

Pasal 17 huruf i dan j
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Keterbukaan Informasi Publik

UU No 23 Th 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

PP No 12 Th 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

Permendagri No 43 Th 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri
Permendagri No 76 Th 2016 tentang
Kebijakan Pengawasan Kemendagri
di Lingkungan Kemendagri
Kemendagri No 20 TH 2017 tentang
Program KerJa Pengawasan

Te

rsebarnya data

|hasil pemeriksaan

[Melindungi data hasil
pemeriksaan yang
bersifat rahasia

. 10 Tahun, atau
o}

Terbuka
apabila ada
perintah
pengadilan
/lembaga
pemerintahan
secara tertulis
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Dokumen dlgltal yang asll dapat dlperoleh dengan memlndal QR Code, memasukkan kode pada ApI|ka3| NDE Pemerlntah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses
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ahunan Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Tahun
017
24. |Tindak Lanjut Hasil Pasal 17 huruf i Undang-Undang Tersebarnya data [Melindungi data hasil fa. 10 Tahun, atau
|Pemeriksaan Irjen Depdagri [Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan fhasil pemeriksaan  Jpemeriksaan yang |b. Terbuka
Informasi Publik bersifat rahasia apabila ada
perintah
DPA SKPD TA 2017 No 1.20.06 pengadilan
Inspektorat Januari 2017 /lembaga
Kegiatan Pemutahiran Data Tindak pemerintahan
Lanjut Hasil Pemeriksaan ltjen secara tertulis
Kemendagri, Itjen Kementrian
Lainnya, Inspektorat Provinsi Jabar
an BPK RI

25. |Naskah HasilPemeriksaan [Pasal 17 huruf i Undang-Undang Tersebarnya data [Melindungi data hasil fa. 10 Tahun, atau
Inspektorat Provinsi Jawa Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan fhasil pemeriksaan  |pemeriksaan yang |b. Terbuka

Barat Informasi Publik bersifat rahasia apabila ada
perintah
DPA SKPD TA 2017 No 1.20.06 pengadilan
Inspektorat Januari 2017 Kegiatan /lembaga
Pemutahiran Data Tindak Lanjut pemerintahan
Hasil Pemeriksaan Itjen secara tertulis

Kemendagri, Itjien Kementerian
Lainnya, Inspektorat Provinsi Jabar

an BPK RI
26. |Tindak Lanjut Hasil Pasal 17 huruf i Undang-Undang Tersebarnya data [Melindungi data hasil fa. 10 Tahun, atau
Pemeriksaan Inspektorat Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan fhasil pemeriksaan  Jpemeriksaan yang |b. Terbuka
Provinsi Jawa Barat Informasi Publik bersifat rahasia apabila ada
perintah
DPA SKPD TA 2017 No 1.20.06 pengadilan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses
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Inspektorat Januari 2017 Kegiatan

Pemutahiran Data Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan Itjen

Kemendagri, Itjien Kementerian

Lainnya, Inspektorat Provinsi Jabar
an BPK RI

/lembaga
pemerintahan
secara tertulis

27.

Data Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor

Pasal 17 huruf g, h, i dan |
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
008 Keterbukaan Informasi Publik
UU No. 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,;
Perda 13 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah;
Pergub 13 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perda
Provinsi Jawa Barat Nomor 13
ahun 2011 tentang Pajak Daerah
entang Pajak Air Permukaan.

[Tersebarnya data
Pribadi Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor
yang mencakup data:
Nama, Alamat, NIK,
DLL

Melindungi Privasi
dan data Pribadi
Wajib Pajak

Io.

. Permanen,

atau

Terbuka
apabila ada
perintah
pengadilan
/lembaga
pemerintahan
secara tertulis

28.

Data Waijib Pajak Air
Permukaan

Pasal 17 huruf g, h, i dan |
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
008 Keterbukaan Informasi Publik
UU No. 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,;
Perda 13 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah;
Pergub 13 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perda
Provinsi Jawa Barat Nomor 13
ahun 2011 tentang Pajak Daerah
entang Pajak Air Permukaan.

Tersebarnya data
|Pribadi Wajib Pajak
Air Permukaan yang
mencakup data :
Nama, Alamat, NIK,
DLL

[Melindungi Privasi
dan data Pribadi
Wajib Pajak

lo.

. Permanen,

atau

Terbuka
apabila ada
perintah
pengadilan
/lembaga
pemerintahan
secara tertulis

tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/OEDE6254CA
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29. |Naskah Keputusan Gubernur|Pasal 17 hurufi dan j ersebarnya data [Melindungi Privasi  fa. Permanen,
tentang Keringanan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun Fasil Keputusan dan data Pribadi atau
Penghapusan Potensi KBM 008 Keterbukaan Informasi Publik |Gubernur \Wajib Pajak |o. Terbuka
dan Restitusi (1). UU No. 28 Tahun 2009 tentang apabila ada

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,; perintah
(2) Perda 13 Tahun 2011 tentang pengadilan
Pajak Daerah; (3) Pergub 13 Tahun /lembaga

013 tentang Petunjuk Pelaksanaan pemerintahan
Perda Provinsi Jawa Barat Nomor secara tertulis
13 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah

30. |Dokumen hasil atau proses [Pasal 17 huruf g, hdani Tersebarnya [Melindungi Privasi  fJa. Permanen,
penjatuhan hukuman Undang-Undang Nomor 14 Tahun |informasi yang dan data Pribadi atau
disiplin/pelanggaran etika 2008 Keterbukaan Informasi Publik [oerkaitan dengan |Pegawai |o. Terbuka

Rahasia Jabatan dan apabila ada

hak-hak pribadi perintah

pegawai pengadilan
/lembaga
pemerintahan
secara tertulis

31. |ldentitas ASN dan Non ASN [Pasal 17 huruf g, hdani Informasi yang [Melindungi Privasi  fa. Permanen,
yang mengajukan lzin Undang-Undang Nomor 14 Tahun |berkaitan dengan dan data Pribadi atau
|Perceraian/Perkawinan 2008 Keterbukaan Informasi Publik fhak-hak pribadi |Pegawai |o. Terbuka

pegawai apabila ada
perintah
pengadilan
/lembaga
pemerintahan
secara tertulis
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32. |Sasaran Kinerja Pegawai Pasal 17 huruf g, hdani Informasi yang [Melindungi Privasi |a 5 tahun, atau
b

(SKP), E- Kinerja Pegawai JUndang-Undang Nomor 14 Tahun |berkaitan dengan dan data Pribadi . Terbuka

(TRK) dan Kehadiran 2008 Keterbukaan Informasi Publik fhak-hak pribadi |Pegawai apabila ada

(K-Mob) pegawai perintah
pengadilan
/lembaga

pemerintahan
secara tertulis

33. |Daftar Usulan Mutasi dan Pasal 17 huruf g, hdani Informasi yang [Melindungi Privasi  fa. 5 tahun, atau
Pengangkatan PNS dalam |Undang-Undang Nomor 14 Tahun |berkaitan dengan dan data Pribadi |o. Terbuka
Jabatan Administrator, 2008 Keterbukaan Informasi Publik fhak-hak pribadi IPegawai apabila ada
|Pengawas dan Pelaksana pegawai perintah

pengadilan
/lembaga
pemerintahan
secara tertulis

34. [Tunjangan Pegawai Pasal 17 huruf g, h dan i Jika informasi dibuka [Melindungi Privasi  fa. 10 tahun, atau

Undang-Undang Nomor 14 Tahun  Jrawan dan data Pribadi |o. Terbuka

2008 Keterbukaan Informasi Publik [disalahgunakan |Pegawai apabila ada
perintah

Peraturan Gubernur Jawa Barat pengadilan

Nomor 8 Tahun 2021 tentang /lembaga

Tambahan Penghasilan Bagi pemerintahan

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan secara tertulis

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat
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LAMPIRAN 1l

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

‘No Nama _ Jabatan _Unit Kerja TTD
1. | M. Deni Zakaria, S.5TP, M.Si Plt. Sekretaris Bapenda Jabar Sekretariat Bapenda Jabar %_

2. | Viky Edya Martina Supaat, S.Sos Kepala Bidang IKP Diskominfo Jabar j! E
b —)

Yulia Susanti, 5.1.Kom Pranata Humas Ahli Pertama Diskaminfe Jabar

w

Nur Aenli, 5.1Kom Pranata Humas ARli Pertama Diskominfo Jabar

.

Ty ¥
5. | Fithri Septiany Sulaeman, 5.508 Arsiparis Muda Dispusipda Jabar A/]_y‘;]ﬂ
6. | Erwan Suherwana, SH, MH Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Jabar 5 EﬁJ

-
o
i
-

[
7. | Siti Annisa Suhendar, 5.508 Analls Humas Bapenda Jabar | Sekretarial Bapenda Jabar -ZQ&"J

8 | M. Adil Januar = Petugas PPID Bapenda Jabar | Sekretariat Bapenda Jabar

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

selaku Atasan PPID Utama,

' ; Ditandatangan| secarn ehidronik alah:
& SEKRETARIS DAERAH PROVIMNE! JAWA
+ BARAT,
¥ L]
I RN Drs. HERMAN SURYATMAMN, M5,
k «" Pambina Utamna
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